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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
EOTA CIMAHI
NOMOR : 421.%/Kep. 032] /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN FENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang

Mengingat

EEFALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan
Mon Formal peran serta  masvarakat sebagai  mitra
Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam
penyelenggaraan pendidikan non formal:

babwa sebagaimana program dimaksud pada butr a di
atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, periy
diatur melalul periginan penyelenggara FINVE

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cimahi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Beralh Dan Bebas Dari
Korupsi, HKolusi, Dan Mepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 75. Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Komor A851];
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Repulblik
Indenesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran .
Negara Repuhlile Indonesia Nomor 41 LG); ;
Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2003 Nomor 7B, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusar Dan
Pemerintahan Daersh  |Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Megara Repubilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara. Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana tolah
diubah beherapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Atss
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran  Negara Republik
Indomesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5679);




Memperhatikan

10.

11.

13,

13

14,

1.

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Femerintahan Deerah Provinsl, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indenesia Momar 4T3T);

Peraturan Pemerintah Komor 17 Tehun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaman Pendidikan sebagiaman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor &6
Tahun 2010 téntang Pengelolaan dan  Penyelenggrrasan
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan benterd
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendifian Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor
&1 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Keputusan Presiden Republik [ndonesia Nomor 68 Tahun
19946, tentang Pembinasn Kursus dan Lembaga Peledhan
Kerja;

Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Hepubtik
Indonesia Nomor 2611071999, pentang penyelenggaraan
Eursus;

Keputusan Menteri Pendidikan den Eebudsyasn Republik
Indonesia Nomer 0153/U/1981, tentang Peraturan Umim
Perizinan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Kursus
Pendidikan Luar Bekolah  vang  diselenggarakan
Masvarakat;

Peraturan Daesrah Kota Clmahl Nomer 5 Talhun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah  Hota  Clmahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri
Di;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dhinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Deerah Kot
Cimahi Tahun 2008 Nomor B8 Serl I sebagaimana telah
divbah dengan Peraturan Dasrah Kota Cimahi Nomor 2

Eow Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 entang Dinas Deerah
Kota Cimahi [Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2001
Momar 115 Seri DY;

Peraturan Deerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang FPenvelengegamaan Pendidikan [Lembaran Deerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Komor 1759

Berdasarkan Proposal Permobonan izin dari PEBM
PEDULI CIMAHI Nomor ;: 31/PKEM-PC/X1/2018, Tanggal
28 Movember 2018,

Bahwa berdasarkan aporan Tim  Verillkasi lapangan
tanggal 18 Desember 2018, tentang persyaratan Pusat
Keglatan Belajar Masvarakat (PEKBM) PEDULI CIMAHI
dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non
formal yvang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin
penvelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam hatas-
batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku;

‘n

Tehun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daesrah®=



MEMUTUSHKAN :

Menetapkan : HEPUTUSAN KEFALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG LJIN
OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NOKN

FORMAL
KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Mama Lembaga : PHEBM PEDULI CIMAHI
Alamal 1 JLBukimun Mo.d RT 01 BRW 20
Kel. Baros Kee. Cimabn Tengah
Kota Cimshi
Telepon ¢ DRSI03TARG19
Jenis Program ! Pendidiken HKesetaraan FPaket
B dan Paket C
Rumpun : Pembelajaran
Ketua Penyelengrara © HADI SUTJIPTD, B.Pd. M.M.
KEDUA ¢ lzin peayelengparann tersebiit berlaku miulai bulan Januard
Tahun 2019 dan berakhir sampal dengan bulan  Januari
Tahun 2023,
HETIGA i Memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1.

Wajih menvelenggarakan Pendidikan MNon Formel veng
diselenggarakan masvarakatl sedemikian rupa sehingps
dapat memenuhi fungsi sosialnya tethadap masyarakat

. Wajib  mentaatl peraturan  perundang-undangan  vang

beriaku atau yang akan ditentukan kemudian

. Wajib  mengirimken laporan |berkala sesuai dengan

ketentuan menurut madel yang ditentukan
Wajh mengajukan permohonan bara selambat-lambatnya
30 hari sebelum {jin inl berakhir

KEEMFAT ! Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan ;

Diretapkan di Cimahi

1. Dirjen Pendidiltan Anak Usia Tini dan Pendidikan
Masyarakat Kemendilkbud R di Jakarta:

2, Walikota Cimahi
3. Arsip

et



